PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 7,2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017, maka perlu merubah Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);



Menetapkan :

12

13.

14,

558

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009
Nomor 2) sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013
Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 diubah sehingga ketentuan Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi.

S. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah DPRD Provinsi Jambi.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

7. Pejabat Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
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Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, dan
Lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan
fungsi OPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Biro, Bagian/Bidang, dan UPTD.
Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat
kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten/Kota yang ada dalam
wilayah Provinsi tempat kedudukan, yang jaraknya sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) kilometer dari batas kota tempat kedudukan.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat
kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar
wilayah Provinsi tempat kedudukan dengan tujuan Ibukota Provinsi lain
dan/atau daerah lainnya di luar Provinsi tempat kedudukan.

Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan
surat keputusan pindah. ,

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat
perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang sebagai dasar penerbitan SPPD.

Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat, Pegawai Tidak Tetap, serta
Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
dan dibayarkan sekaligus.

Plafon Tarif yang ditetapkan adalah Tarif yang ditetapkan melalui
Keputusan Gubernur Jambi.

Tempat Kedudukan adalah Kantor dimana OPD/UPTD tersebut berada.
Tempat Bertolak adalah tempat/kota dimana Pelaksana SPD berada saat
akan melanjutkan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan dengan alasan
tugas kedinasan dan/atau di luar tugas kedinasan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Jambi.

Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat unuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi.



28. Pihak Lain adalah tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang ikut

terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Pemerintah
Provinsi Jambi.

.Diantara Pasal S5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal S5A,
sehingga Pasal SA berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Dikecualikan dalam rangka konsultasi dan koordinasi Pegawai Tidak Tetap
dapat mendampingi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.

. Ketentuan dalam Pasal 6 (enam) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4)
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b dalam rangka pembinaan dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. dari ibukota provinsi ke Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sebaliknya, dilaksanakan
paling lama 1 (satu) hari;

b. dari ibukota provinsi ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo, Kabupaten Bungo dan
sebaliknya, dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari; dan

c. dari ibukota provinsi ke Kabupaten Kerinci dan/atau Kota Sungai
Penuh, dan sebaliknya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

(2) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang
ditugaskan oleh Pejabat yang Berwenang.

(3) Perjalanan dinas dalam daerah di luar kegiatan sebagimana dimaksud
pada ayat (1), dapat melebihi jangka waktu yang ditentukan dengan
persetujuan Pejabat yang Berwenang.

(4) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pimpinan Tinggi Madya dan
Pimpinan Tinggi Pratama yang mengikutsertakan Pegawai Tidak Tetap
sebagai Sopir dapat dimasukkan dalam SPPD dalam kolom pengikut.

.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A,
sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dikecualikan sebagai Supir dan/atau dalam rangka pembinaan, Pegawai
Tidak Tetap dapat mendampingi pelaksanaan perjalanan dinas dalam
daerah.

. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf ¢ dan
huruf d, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan
SPPD adalah :
a. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur terhadap perjalanan dinas :
1. Gubernur/Wakil Gubernur;



2. Sekretaris Daerah; dan
3. Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi J ambi;

b. Ketua DPRD terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan

C.

dan Anggota DPRD;

Asisten atas nama Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas
Pejabat Eselon III, Eselon 1V, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;

Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon
IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan
Sekretariat DPRD,

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup
OPD adalah :

a. Kepala OPD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IlI, Eselon IV

b.

dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan
masing-masing OPD;

Kepala Kantor Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV dan
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-
masing Kantor/Unit Pelaksana Teknis /Badan;

- Kepala Kantor Penghubung atas nama Pejabat yang Berwenang

terhadap perjalanan dinas Kepala Kantor Penghubung;
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan atas nama Pejabat yang
Berwenang untuk perjalanan dinas Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang
berkedudukan di ibukota kabupaten selain Kota Jambi.

(3) Dalam hal Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
lebih dari 1 (satu) orang, maka Pejabat yang berwenang dapat
menerbitkan SPT untuk 1 (satu) orang atau lebih.

Pasal 11

1. Segala singkatan SKPD dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1) harus dimaknai

OPD.

2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

pa

PJ.

Ditetapkan di J ambi
pada tanggal 0- 7- 2017

angkan di Jambi

Diu
tanggal 10 ~7- 2017

KREHARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR &4



